
. 
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAUTA<JULANl)ANG BIARO 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenting Perul>ahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemet1ntahan 
Oaerah (lembaran Negara Rcpublik 11\doocsla Tahun 2008 NOf71()r 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor484'); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemec1ntah Pusat dan Pcmcrlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentu�n 
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro di Provins! Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlm 2007 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta Nornor 4691); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pcnanal'n,ln 
�I 

(Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahoo 2007 Nornor ·67, 
Tambahao Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4724); 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD 
NOMOR ae TAHUN 2011 

TENT ANG 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 
PARIWISATA DAN DLAHRAGA 

Menlmbang : a. bahwa untuk melaksanalcan ketentuan Pasa1 18, Pasal 19 dan Pasal 
20 Peraturan Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang B�ro 
Nomor 7 Tahun 2011 tent.Jng Retribusi Jasa Usaha, serta 
memberikan kepasttan huk.um da!am pefaksanaan Retribusi Tempat 
Rek.reasl Partwlsata dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Slau 
Tagulandang Biaro; 

b. bahwa berclasarican pertlmbangan sebagafmana dimaksud Pflda 
huruf a di etas, periu dltetapkan dengan Peraturan Bupatl 
Kcpulauan Siau Tagulandang Blaro. 
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Menetaplcan 

s. undang-Undang Nomor 10 Tahon 2009 tcntang Kepartwtsa�an 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4966); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahon 2009 tcntang Pclayanan Pl.Jbllk 

(t..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOfflOf 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahlin 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor IJO, Tambahan Lembaran Negara Republ\k lridooesla 

Nomor 5449); 
8. Peraturan Menter! Dalam Negcrl Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

jenrs dan Bent\Jk Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menter! xebooevaan dan Parlwlsata Non"101' 
PM.90/HK.SOI/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran usata Daya 

Tarik Wlsata; 
re. Peraturan oaerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Clan 

Pilihan yang men� Kewenangan Pemerlntah Daerah Kabupat.en 

Kepulauan Siau Tagulandang Blaro (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2); 

l l. Peraturan oaerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Meneogah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagu1andang Blaro Tahun 2008·2013 (Lembaran 

oaerah Kabupaten Kepu!auan Slau Tagulandang Biaro Tahun 2009 

NOITIOI' 2); 
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusl Jasa 

usena (lembaran ()aerah Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang 

Biaro Tahun 201 t Nomor 7). 

MEHUTUSKAN: 

PfRATURAN BUPATI TI:NTANG RETRIBUSI Tl:MPAT REKREASI 
PARIWJSATA DAN Ot.A.HRAGA 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

4_ Pe(angkat Teknis Daerah adalah Oinas Kebudayaan dan Partwlsata Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam 

menyetenggarakan sebaglan urusan rumah tangga daerah dibidang Kebudayaan dan 

Pariwlsata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

t,ertanggung Jawab kepada Bupatl melalui Sekretarls Daerah; 

s. Pejabat adalah Pegawal Negerl yang diberi kewenangan dan tugas untuk 

n,elaksanakan pungutan retribusi daerah sesual dengan peraturan perundang­ 

ur,daogan; 

6. Retrtt>usl Daerah yang selanjutnya disebut retrtbuSi ada1ah pungutan daerah �I 
pembararan atas jasa atau pemberlan ljln tertcntu yang khusus dlsediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadl atau Badan; 

7. Jasa adalah keglatan Pemerlntah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasllitas atau kemanfaatan la!nnya yang dapat dlnlkmatl oleh 

Orang Pribadl atau Sadan; • 

8, Jasa Usaha adalah jasa yang dlsediakan oleh atau dlberlkan Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum scrta dapat dlnikmati oleh Or.)ng 
Pribadl atau Badan; 

9, Wajib Retribusl adalah Orang Pribadl atau Badan yang menurut peratur,an 
perundang-undangan, retribvsl wajlb unt\Jk melakukan pembayaran retribusl 
termasuk memungut atau memotong retribosl tertentu; 

10. Sadan adalah sekumpulan orang dan{atau modal yang merupakan kesatuan, balk 

yang melakukan usaha maupun yang tldak melakukan usaha yang meliJ?Utl 
perseroan terbatas, perseroan komandlter, perseroan lainnya, ·badan usaha millk 

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentul(; 
apapun, firma, kongsl, koperasl, dana penSlun, persekutuan, perl!;umpulan, yayasan, 
organlsasi massa, organtsasl soslal politlk, atau organisasl lainnya termasuk kont,ak 
investasl kolektif dan bentuk usaha tetap; 

t t. Surat Setoran Retribusl Daerah, yang selanjutnya dlslngkat SSRD adatah bu,ktl 
oembayaran atau penyetoran retribusl yang telah dilakukan dengan menggunaj(an 
formulir atau telah dilakukan denoan c.ara lain ke kas daerah rne!alul terrioat 
pembayaran yang dltunjuk oleh Kepala Daerah; 

12. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah, yang selanjutnya dlsingkat SKRD adalah surat 
ketetapan rebibusl yang menentu.kan besamya Jumlah pokok n?trlbusl yang 
terutang; 

13. Surat Ketetapan Retribusl Daerah L.eblh Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat ketetapan retrlbusl yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusl karena jumlah ktedit retribusi leblh besar darlpada retribuSI yang tenm,ng 
atau seharusnya tldak terutang; 

Dalam Peraturan lni yang dlmaksud dengan : 
l Oaerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

• Pemenntah Daerah adalah eupatl Kepulauan Slau Tagutandang Biaro dan Perangkat 
2· Daerah sebagal unsur penyelcnggara Pemerlntahan oecren Kabupaten Kcpulavan 

Slau Tagulandang Biaro; 
3. Bupati adalah Bupati Kcpulauan Slau Tagulandang Biaro; 



Pasal 6 

Pasar a 

Rp.3.000,-/0rang 
Rp.2.000,-/0rang 

Rp.J.000,-/0rang 
Rp.2.000,·/0rang 

Rp.2.000,·/0rang 
Rp. t.000,-/0rang 

Rp.J.000,·/Kendaraan 
Rp.2.000,-/Kendaraan 
Rp.3.000,-/Kendaraan 
Rp.50.000,�/0rang 

Baglan Kesatu 
Retribusl Tempat Rekreasf dan Olahraga 

(3) Oikecualikan darl objelc retribusi sebagaimana dimaksud Pelayanan tempat rekreasl, parlwisatJ dan I h � avat (1) adalah 
dan/atau dlkelola oleh Pemerintah BUMN BUf.too :a raga yang dtsedJakan, dimiliki, 

('4) Sobjek RetribuSl Tempat Retreasl clan Ola ' n plhak swasta; 
yang menggunakan/menlkrnati ......i hraga adalah Orang Prlbadi atau Badan 

.,._,ayanan tempat tekreasl P.'.lrlwlsatJ ... '·h yang disediakan, dlmllikl, dan/atau ddcelola oleh p . • , uon o ... raga 
(5) Waflb Retribusi Temp.at Relcreasi dan CHah emenntah Daerah; 

yang menggunakantmenikmatJ ....., raga adalah Orang Pribad; atau Badan 
�ayanan tempat rekreasl pariwl ta d yang dlsedlakan, dlmlllkl, dan/atau dikelola oleh Pemerintah eaera-:: , an olahraga 

Pasal 7 

T,ogkat pengg<tnaan Jasa diukur berdasarkan jumlah ,_.,.,,,... 
fasilitas tempat rekreas,. .--'l:l"'':,ung yang rrtenggtlnclkan 

2) Wisata Budaya : 
Dewasa 

"""""""' 3) Tempat Rekreasi dao Olahraga : 
• Dewasa 

Anak-anak 
z. Kaftis Parkiran 

a. Kendaraan roda 2 
b. Kendaraan roda <1 
C. Kendaraan roda 6 

3. ID Card/ijin untuk peoyclam 

Anak·anak 

Besaran Tarir Retrlbusi tcmpat rekreasl pariwfsat da benkut : ' a n olahraga ditetapkan sebaga; 
I. Karcis Tanda Hasuk terdlrf darl ; 

Karcis Tanda Masuk untuk Objek Wi 
KeseJarahan/Kepurt>akalaan Pemiuseu tsa!ta ��sl clan Tempat Olahraga, 
J) Wisata Sejarah: ' man, "'"""':t<'r/Situs-Situs. 

Dewasa 

(1) Oengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahr . 
pelayanan tempat rekrcasl pariwisata aga dipungut retribusi atas 
dar,/atau dikelola oleh Pemerlntah 0aerah· clan olahraga yang dlsediakan, d!milild, 

(2) Objek Retribusi Tempat RelcreaSI dan Ol�hraga aclalah pela :::ta, dan olahraga yang dlsed1akan, dimllikl, dan/atau J::: � �=h 
' 

BAB III 
GOlONGAN DA"I JENtS RETRIBUSI JASA USAHA 

Pasal J 

Retrlbusl Jasa Usaha d\pungut sebagal retribusl, alas Ja!.3 yang dlsediakan oleh 
Pemerintah Daer.th dengan menganut prinslp-prinsip komer"Slal karena pada dasamya 
dapat pula dlsediakan oleh sektor swasta. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Objet(. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang dlsediakan oleh Pemerlntah Daerah 
dengan menganut prinsip komersial, meliputl : 
a. Pel.lyanan deng.an menggunakanjmcmanraat!Qn kckaya.Jn dacrah yang bckJm 

dimanraatkan secara optimal dan/atau; 
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanJang belum disediakan secara memadal 

oleh pihak swasta. 

Pasa! 4 

Subjek Rebibusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmatl pelayanan jesa Usaha. 

Jeois Retribusi Daerah yang diqoloogkan Retrfbusi Jasa Usijh<1 dalam Pttraturan fnl adalah 
Retribusl Tempat RekreaSI dan Olahraga. 

Pasal s 

14. Surat Tag!han RetribuSI Daerah, yang selanJutnya dlsingkat 5TRD adalah surat untuk 
rnelakukan tagihan retribosl dan/atau sanksl adminlstratif berupa bunga dan/atau 
denda; 

15. Pemeriksaan adalah serangkafan kegtatan menghimpun dan mengolah data 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektlf dan proresiona; 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pementJhan 
kewaJiban Perpajakan dan Retribvsi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pe,paJakan daerah dan 
retribusi daerah; 

16. Penyidikan tindak pidana d1bidang pcrpajakan daerah dan retnbusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari seta 
mengumpulkan bulcti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibkiang 
perpajakan daerah dafl retribusl yang tCfjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BAB IV 
PRINS1P DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal9 

{l) Pr\nsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarlf retJ'lbtJsi jase usaha dldasar\an 

pada tujuan untuk memperoleh kamtungan yang layak; 

(2) Keuntungan yang layak set,agafmana dlmaksud para ayat (1) adatah keuntungan 

yang diperoteh apabila peiayanan Jasa usaha tersebt.Jt dilakukan secara efislen dan 
tieror1efltaSl pada harga pasar. 

BABV 
TATA CARA PEMUNGVTAN 

Pasal lO 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Sl<RD atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 

{2) Dokumen lain yang dlpersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa kards, kupon dan kartu langganan scrta ID Card; 

(3) Oengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro. tata cara pemungutan retribt.Jsi Bupati melimpahkan kewenangan 

kepada eamat dan/atau Oinas Kebudayaan dan Pariwlsata Kabupatcn Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro; 

(4) Pemungutan retribusl sebagalmana dimaksud pada ayat (3) c.amat dapat 

melimpahkan kewenangan kepada Lurah dan/atau Kapltalau dimana tcrdapat 

petayanan tempat rekreasi pariwlsata dan olahraga; 

(5) Pemungutan retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Oinas 

Kebudayaan dan Pariwlsata menugaskan kepada Pcgawai Dinas untuk sccera 

t,ersama-sama Camat, dan/atau Lurah, Kapitalau melakukan pemungutan retribusl. 

Pasal 11 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang han.,s dibayar seka!igus; 

(2) Pembayaran rctribusl sebagaimana dimakSud pada ayat ( l) d1lak.ukan dl Kas Daerah 
atau tempirt lain yang d'itunJuk befdasarkan SKRD atau d<)kumen lain yang 

cfipersamakan; 

(3) Pembayaran retr1busl yang ten.itang sebagalmana dlmaksUd pada ayat (t), dllunas1 
selambat-lambatnya 30 (tiga pu1uh) harl sejak diterbilkannya SKRD atau dol(:urnen 
lain yang dipersamakan. 

BABVI 
PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN TATA CARA 

PfNYETORAN 

Pasal t2 

(1) Surat Ketetlpan Retribusi Daerah selanJutnya dislngkat SKRO sebagalmana dimaksud 
pasal 8 ditertJilkan dan/at:au dicetak oleh Dinas Pcndapatm Pcngelolaan dan Asct 
oaerah (dtslng:kat PPl<AO) l<abupaten Kepulauan Slau Tagu\andang.Biaro. 

(2) Pef,erbltan dan/atau pencetakan SKRD sebagalmana dimaksud ayat (1) Dinas 
Kebudayaan dan Pariwtsata mengajukan permohOnan menyalurlcan kepada camat 
disert.al penandatanganan dokumen penyerahan sebagai alat bukli yang diperlukan. 

()) Hasll pemungutan rebibusi cfllakukan penyetoran ke Kas Daerah melalul Nornor 
Rekening Bank Sulut No. o 1.12.000006-1. 

(4) Surat buktl penyetoran retrfbusl sebagatmana dlmaksud ayat (J) dlwaj1bkan 
memasukan fotocopl ke Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Siau Tagutandang Biaro 
dan Oinas Keou:tayaan dan Parlwisata Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro. 

BAB VII 
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN 

Pas.al 13 

(1) &Jpatl dapat memberikan k.eringanan, pengurangan dan pcmbebasan retribusl; 
{2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusl sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya dapat diberikan bllamana subjek rctribusi mengalaml : 
a. Bencana alam; 
b. Pamt berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kelruatan hukum 

tetap; 

(3) Tata c.ara pemberian keringanan, pcngurangan dan pembebasan retribusl 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), pemohon balk Orang Perseorangan dan/atau 
Sadan mengajukan permohonan kepada BupaH rneialul Oin.lS l<ebudayaan dan 
Parlwlsata dengan mclamptrkan dokumen yang dljadlkan alasan pengajuan; 
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(4) Pemberlan kefinganan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana 
dimaksud ayat ()) Bupati .menerbitkan Surat RekomendaSi. 

BAB Vlll 
PEMERIKSAAN 

Pasal 14 

Bupati melalut Pe}obat yang berwenang atau Pejabat yang d1tunjuk dapat melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusl datam rangka 

melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 

BAB IX 
PENYIDIKAN 

Pasal 15 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Slpil tertentu di llngkungan Pcmerintah Daerah diberl 

weweoang khusus sebagai penyid1k untuk melakukan penyldik tindak pldana di 

bidang retribusi, sebagalmana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara 

Pidana; 

(2) Penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pcjubat Pegawai Ncgeri Sipil 
tertentu d1 lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pe}obat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

()) wewenang Penyid1k sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 
a. Merlerima, mencari, mengumpulkan dan menelltl keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana d1bidang retribusl agar keterangan atau laporan 

tersebut menjad1 lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, meocari, mengumpulkan keterangan mengenal Orang Pribadi atau 

Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pklana retribusi daerah; 
c, Meminta keterangan dan bahan buk:ti dari Orang Plibadi atau Badan sehubungan 

deogan tindak pidana di bidang retribuSi daerah; 
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Undak pidana di 

bidang rctribusi daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

penratatan dao dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktl 

tersebut; 

f. Memfnta bantuan teoaga ahlJ dalam rangka pelaksanaan tugas penyldikan tindak 

pldana di bldang retrlbusi daerah; 

g. Meoyuruh berhenti danfatau melarang seseorang menlnggalkan ruangan atau 
tempat pada seat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seorang yang berkaltan dengan tJndak piclana retribusl daerah; 
I. Memangg!I orang untuk didengar keterangannya dan d!periksa sebagai tersangka 

atau saksl; 

J. Menghentlkan penyldikan dan/atau; 
1c. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyid1kan tindak pidana di 

bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peruf'ldang­ 
uodangan; 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya 
penyldikan dan menyampalkan hasi1 penyldikannya kepada Peoont� Umum melalul 
Penyidik Pejabat Polls! Negara Repoblik lndones!a, sesual dengan ketentuan yang 
d"iatur dalam Uodang-undang Hukum Acara Pldana. 

BAB X 
KETENTUAN PIOANA 

Pasal 16 

WaJib retrlbusl yang tldak melaksanakan kewaJlbannya sehlngga meruglkan keuangan 
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda pallng 
banyak 3 (tiga) ka!i Jumlah rebibusl tervtang yang tldak atau kurang bayar. 

Pasal 17 

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasat IS merupakan penerimaan Daerah. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua Peraturan Bupatl yang mengatur 
dan/atau yang memuat tentang Retnbusl Tempat RekreaSi Pariwtsata dan Olahraga 
sepanjang bertentangan deogan Peraturan Bupati inl dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku. 



lnl Jal berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar setlap orang 
Peraturan Bupatl 

m�ntahkan 
pengundangan Peraturan Bupati lni deogan 

mengetahu!nya, memen ,... __ ._ Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro. penempatannya dalam Bcrtta .......,,. oi • BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD 

PERATURAN BUPATl KEPULA.UAN SlAU TAGULANDANG BIA.RO 
NOMOR H TAHON 2011 

TENT ANG 

BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN (BOK) 
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD 

TAHUN ANGGARAN 2011 

• , . 
' -· 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 
�. � dan k�katan di 
Kelurahan sebagalmana diamanatkan Peraturan Pemeriotah 
Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang 
perlu mengak>kaslkan Bantuan Opcmional Kelorahan (BOK} 
bagl keturahan se-Kabupaten Kcputauan Siau Tagulandang Biaro Tahuo AngcJaran 2011; 

b. bahwa berdasartan pertlmbangan sebagaimana dimaksud 
pada hurof a di atas pe,Ju ditetapkan dengan Peraturan 
Bupatl Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

l. Unciang-Uodang Nomor 32 Tahun 200<; tent.ang 
Pemer1ntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhlc: Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagarmana telah dlubah 
bebcrapa ka!i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahu!, 2006 tcntang Perubahan \(edua A� Urldar.g-Ur.dang 
Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemcrintahan Daerah 
(Lembafan Negara Republik lndonesla Tahon 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4844); 

2. Undaf\g-Or.dart:I Nomof 33 Tahun 2004 tent:ar,g 
Perlmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pus.at dan 
Pemcrlntahan Dacrah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republrk Indonesia Hornor 4438); 

3. Ul\dar,g-Undar,g Nomor \5 Tahun 2007 terong 
Pembentukan l<abupaten Kepulauan Siav Tagulandang 8iaro 
di PnMnsi Sl"1wesi Utara {Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 

BIARO TAGULANOANG 

2011 

SIAU KEPULAUAN 

2011 

Ditetapkan di Ondong Slau 
pada tanggal, 1 J'uli 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 
VA> 

' 

KABUPATEN 
JS 

SERITA OAERAH 
TAHUN 2011 N0M0R 
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Diundangkan di Qndoog Slau 
pada tanggal 1 1 Jul i 

• 


